
 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan 

penyusunan Peraturan Daerah adalah:  

a. Tahapan Perencanaan melakukan pengoodinasian perencanaan 

pembentukan Perda yang berasal dari Wali Kota untuk selanjutnya 

ditetapkann menjadi Prolegda/Propem Perda bersama DPRD. 

b. Tahapan penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah membagi 2 

(dua) mekanisme yakni pertama, diserahkan pengerjaanya pada pihak 

ketiga, dan yang kedua dikerjakan secara swakelola oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pemrakrasa dan perangkat daerah lainnya. Bedanya 

pengerjaan pada pihak ketiga langsung saja menyiapkan laporan 

pertama hingga laporan akhir lalu diberikan kepada Bagian Hukum 

sedangkan swakelola menyiapkan Rancangan Perda disertai Naskah 

Akademik yang berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daera 

mengikutsertakan Bagian Hukum.  

c. Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh 

DPRD bersama Wali Kota. Pembahasan bersama dilakukan melalui 

tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan 

dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang 

khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Bagian 



 
 

 
 

Hukum melakukan verifikasi hasil, barulah Rancangan Perda diterima 

oleh Bagian Hukum. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang 

dalam penyusunan Peraturan Daerah adalah:  

a. Bagian Hukum tidak diikut sertakan pada tahapan penyusunan 

Ranperda.  

b. Naskah Akademik dan Ranperda dibuat tidak sesuai dengan 

sistematika penyusunan, dan substansi tidak sesuai dengan 

kewenangan daerah. 

c. Naskah Akademik dan Ranperda menyalin Naskah Akademik 

Ranperda daerah lain sehingga tentu saja tidak mengakomodir 

kondisi dan kebutuhan daerah.  

d. Kegiatan diskusi publik/ FGD antara satuan kerja perangkat daerah 

termasuk bersama masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik 

untuk menggali permasalahan yang dihadapi tidak dilakukan secara 

mendalam.  

e. Kegiatan hearing dalam tahap pembahasan tidak telaksana dengan 

optimal. 

f. Rendahnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah karena 

kurangnya dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis penyusunan 

peraturan perundang-undangan. 

g. Peraturan Daerah hanya menyalin peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 



 
 

 
 

Keadaan tersebut berdampak kepada tidak terpenuhinya Asas 

Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam Penyusunan Perda, sehingga 

Perda yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang aspriratif 

sesuai dengan kondisi khas/khusus.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota 

Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi Asas 

Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah:  

Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembahasan tahapan 

penyusunan Rancangan Perda dari Naskah Akademik sampai ke 

pembahasan Rancangan Perda, agar Rancangan Perda yang dibuat 

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum juga mengikut sertakan DPRD 

dalam tahap pembahasan menyangkut Asas Kedayagunaan dan 

Kehasilgunaan. Bagian Hukum sesuai fungsinya melakukan harmonisasi, 

dan sinkronisasi Rancangan Perda. Khususnya terdahap materi yang diatur 

sehingga nantinya Perda yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan 

regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan. 

B. Saran  

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat 

bermanfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Agar Bagian Hukum konsisten dalam menerapkan setiap tahapan 

pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  



 
 

 
 

2. Agar Bagian Hukum sebaiknya memberikan pemahaman yang baik 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan setiap tahapan 

pembentukan Perda tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat 

meminimalisir kendala-kendala yang muncul.  

3. Agar Bagian Hukum memahami asas-asas pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang baik. 
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